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PETERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
IDINAS PENIDII}TTAN I}AN f,DBIII}AYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

sunf,r pERIrurilflr pEltIBERTIril BrlrTUnN
I'ffitr TI.OIIf,SI IIHUSUS rISilI

IGEIATAII:

PEMBANGT'NAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIITH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

EItrRII{TAH DAERAH IOHIPATE}I trSI$H SEUTAII

dengan

KEFAI.A SEIfiiI.[H Sml ZPAIIT1IIIE SIUL

: O3IIV/SARPRAS/ DAK.pStt{ p/SlilK/ DpK- pS I ZO2O

: O2APRIL2O2O

re hari ini lamis tanggal Dna bulan Aprittahun Dua nbu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di
hrdr ini :

Nomor

Tanggal

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Satim - painan

Bthdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

-ffitqn disebut pIttAK ?ERAHA

L l{ama

L Jabatan

3. Alamat

L i,lama

L labatan

3. Ahmat

: RIDWANrlt.Pd

: Kepala UPT SMPN 2 pancung Soal
: Jl. Muara Sakai Inderapura

ffi dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan surat Keputusan Bupau pesisir selatan No.
ef-?rUl2/Bf@SDM-2019Tanggal30Januari 2019 yang selanjutnya disebut pfHAKKED1 A.
PIHII PE(TAltllt dan PIIUIK xEDuA secrrrc bersama terlebih dahulu menjetaskan dan menyadari
sepenfnre haFhal sebagai berikut :

l- Bahm undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemtdahan serta menjamin tersetenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negam tanpa diskiminasi;



NUnmSPPB
Tanggal

: 0UIV/SARPP,AS/DAKPSM?q*1W1O?K-\SAU20
: A2.A?ril2020

> H 45 alEt (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dm rpn furmal menyediakan s;EtEna dan pmsarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesEi dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilg kecerdasan intele6ual, sosial,
eruional dan kejiwaan peserta didik;

> Pasd'16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggunqjawab bersama antara pemerinhh
krerintah daerah dan masyarakat;

> Pasd 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berbnggung jawab menyediakan
qEaran pendidikan sebagaimana diatur datam Pasal 3l ayat (4) Undang-undang Dasar
Iegra Republik Indonesia Tahun 1945;

L elre hgiertan peningkatan pmsarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
Eina[ sehingga Pemerintah berupaya mendorong pemerintah provinsi, lGbupaten/Kota
ntrrkan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3' Hltm Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tenhng Standar Nasional pendidikan
sebagaimana telah bellerapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2!015 png mewaJibkan setiap satuan pendldikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
ruunpng proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
prddkan;

+ Htra Feraturan Presiden Republik Indonesia No. Bg rahun 201g ranggal 30 Desember 201g
Entarp Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
penirElctan prasaElna pendidikan dilakukan oleh Panitia pembangunan sekolah secara swaketola
prp dibtapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
Derta;is sekolah;

5' Battm Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
TalEgal 26 Februari 2020 Tentang PetunJuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisk Bftlang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Baltrc untuk peninglotan pftlsamna pendidikan disediakan angga'n metatui Dokumen
hhksarnan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi
Gefutg dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2020);

fil id rrenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian
ht rEAbkasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
dm ry*qat seperti dalam pasaFpasal di bawah ini :

fua Perjoiin penfurion Bonaan



Nonor SPPB
Tottggal

: OWISARPMS/D AKP SMpNNK/DpK-pSpo2|
: 42Apfl2020

Maksu:Hjrrrrsurn

ffin iri rbagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimakudkan
unt rEdiliu' kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasamna pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
km engan hrjuan sebagai upaya pemenuhan prctsamna pendidikan sesuai dengan standar nasional
pfu Pihak Kedua bersedia metaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercanfum dalam p4B &
tr-rta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

u",*iiil;"""
thFn Femberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

-rydesailon 
pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 2 pancung soal

L Retabilitasi Ruang Ketas,

Pasa! 3

Xangka Waktu petaksanaan

L hEtG waktu pelakanaan sebagaimana dimakud dalam Fasat 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
ffir terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran zizo ai
r&ring PIHAK tcDUA.

z PlllAl( XEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
ffiat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Erddikan Tahun Anggaran zozo da rekening prHAK rcDUA.

3' khksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
xr20.

Pasal 4
prinsipprinsip pekerjaan

nEgiup dalam pelat<sanaan DAK Flsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 metiputi :
L kraan dikerjakan dengan mekanisme sruaketola,

z kaen asas efektifttas, efisiensi, fransparansi dan akuntabiritas,
a Euaman partisipasi masyarakat datam pengeroraan kegiatan,
{. optinaE={ kuaritas pekerjaan dengan barang yang dihasirkan,

futl Peqlagigt Pemberian Bantuan



NomorSPPB
Tanggal

: 03/IVISAWRAWAK?SMP/SINW?K-4S4A\0
: U2Apfl2AO

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

r- tlllrx PETTAI{,1[ :

a) llenpfrkan dana dengan segem ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

nelati sahran Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

ryEna dimakud dalam pasal3.

D! Ertggung jawab terhadap pelaksanaan progEm DAK Fisik Bidang pendidikan di ungkat
ftTaton.

Q lffiikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
ffican.

Q knakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

l. FEllf,tGDUA:
a) Batanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

Snn pendidikan (Sekolah).

b) llernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (Pzs) ditingkat Satuan pendidikan (Seko!ah).
c) l{ehporkan keadaan fisik dan keuangan sefta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

PRTAi{A.

Q l,lencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari
PERTAMA.

DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

kraan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :
a' PrllAl( KEDUA dalam melakanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

h Prllx( KEDUA datam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
&t Fetunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terloi4

c' ?[llf, KEDUA membuat laporan secira berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
bpEda PIHAK PERTAITiA,

A FEl^[ xEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
hDotan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e' Prlltf, IGDUA wajib melakukan pencabtan penerimaan dan pengeluaran dalam buku los serta
pefooran keuangan dari hasil pekerjaan,

f' PrHrx KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
p*ksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faKur pajak sesuai dengan perafuran
perurdang-undangan,

fua Perjo{ian Pemfurian Bantuan



NonorSPPB
Totggal

: 03/[VISAWRAS/DAKHSMP/SVilW?K_4SA020
:42Apn72020

3 EmreDuA berkewajiban melakukan semh terima hasit pekerjaan dengan prHAK pERTAIuIA yang&qhn dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L ilHrx xEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahunrlggrrt Z02e

L tllllf reDUA berhnggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang@r Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK 
'ERTAMA,

Pasal 7
pengawasan dan pemeriksaan

e' hn pergawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, prHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga
ffirpng merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

t mllx PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengankltnn pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L ml( Fbik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan prHAK pERTAtEtA kepada prHAK
EDUA sebesar Rp' 402'000.000,- (Empat ratus dua juia rupiah) dengan rincian sebagai berikut :a) Rehabilttasiruangkelas = Rp.,[02.000.000,-

z lrla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimakud dalamH2.

Pasa! 9

Penyaluran Dana

ESillran penyatumn dana sebagaimana dimaksud dalam pasal B ayat (1) sebagai berikut :

L Tdrap r : 25vo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian initadatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAITIA,
z Tdtp rr z 45vo (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swaketola apabila pekerjaan tetah

-nmi bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumenhsi dan progress kemajuan
eeftur,

3. T&p Itr : 30% (Iiga putuh

nsEpi bobot 65% (enam

bminn pekerjaan.

perseratus) dari keseluruhan dana svvakelota apabila pekerjaan telah
puluh lima perseratus), direngropi dengan dokumentasi dan progress

fud Pei@iia Penberion Bortuot



Nnnor SPPB
Tmggal

: 03IVISARPP,I.S/DAKPSMH/flNK/D/K-4SAU2O
: A2 Ayril2U20

h@ayran dlsalurlon/transfer ke rekening PIHAK IGDUA dengan rincian sbb :
hE Re*mirg :

hrRd<ening : l9OB.O2tO.Ol642-5

tilE ktk : Bank l{agari Cabang pembantu fnderapura

Pasal 1O

Force Majeure

il' rc rGiure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan udak dapat&l41 sehingga suatu kegiahn tidak dapat tertaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

-' 
q*remik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberonbkan/kerusuhan.

t@ briadi force majeure maka PrHAK KEDuA segerc memberitahukan kepada prHAK

'Elr^ltlA 
secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

EF*rra force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud datam ayat (2)
o& PrHltK PERTAMA akan metakulon evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
*arr ppssi3k permohonan dari PIHAK IGDUA tersebut.

AFb'la permohonan tertulis dari PtrHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dahrkan perubahan perja njia n seda ngka n perja njian awal d inyataka n bata l.

Pasal 1l
Sisa Dana

L AFb'h PrHAK NEDUA datam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/slsa dana maka dapat
Qunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan prHAK PERTA!|A,
xa sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dstukan kembalike kas daerah.

pasal 12
peftanggungjawaban

L ;Dl'lx XEDUA wajib membuat laporan secara berkata mengenai pelakanaan pekerjaan / kemajuan
pebinn kepada PIHAK PERTAMA.

L t[| f, IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
b=ta kehngropan administasi rainnya pada tahapan pencairan dana.

fuo Pqj@rjiot Pemberian Bantuan



Nomor SPPB
Tanggal

: 03fi V/SARPRAS/D AK.P SMP/SWK/DPK-P 52020
: 02April2020

a lryat pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

tEtTAl[,lf rhmbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pfuiaan, dihmpiri antara lain :

a) Berfta Acara Serah Terima,

b) eIC, pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faKur setiap pembelian barang dan bukti

Fngduamn lainnya,

c) B.&i sebran paja(

dI e"ftt Eknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

Ap# dalam pelakanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Erfiran yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

sErara sepihak da pat mem utuska n/menghentikan pekerjaan tercebut.

L Pernutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

tnengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

kntuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUruP

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

ftgd tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

trmaErei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
lGpala UPT SMPN 2 Pancung Soal

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAM&
Kuasa Pengguna Anggaran

Sszr' Perja4ji6n Pemberian Bannan
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